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KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa hormat dan Kkegembiraan, kami
mempersembahkan buku "Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum
dan Demokrasi di Persimpangan Zaman". Karya ini adalah hasil
dari perjalanan panjang menelusuri labirin keadilan, yang tidak hanya
merupakan sebuah konsep, tapi juga sebuah praktik hidup yang
esensial. Buku ini terlahir dari rasa keingintahuan yang mendalam
tentang bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek
kehidupan. Dari sudut pandang hukum, sosial, ekonomi, hingga
filosofis.

Buku ini mencoba menyajikan sebuah analisis yang
komprehensif, terdiri dari 12 Bab yaitu:

Bab 1 Kerangka Konstitusi: Pilar atau Rintangan?;

Bab 2 Demokrasi dalam Dilema: Antara Idealisme dengan Realita;
Bab 3 Kedaulatan Rakyat: Mitos atau Kenyataan?;

Bab 4 Pengadilan dan Keadilan: Perspektif Filosofis;

Bab 5 Hak Asasi Manusia: Antara Teori dan Implementasi;

Bab 6 Federalisme dan Unitarisme: Pertarungan Identitas;

Bab 7 Menggugat Kerja-Kerja Pemberantasan Korupsi;

Bab 8 Otonomi Daerah: Pemberdayaan Atau Pembelahan?;

Bab 9 Pendidikan Kewarganegaraan: Investasi Masa Depan atau
Ritual Kosong?;

Bab 10 Diplomasi dan  Hukum  Internasional: = Menavigasi
Kompleksitas Global;

Bab 11 Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara; dan
Bab 12 Masyarakat Sipil: Pilar Demokrasi atau Aktor Politik ?

Di setiap halamannya, pembaca akan diajak untuk menyelami
berbagai perspektif tentang keadilan. Mulai dari teori-teori klasik
yang telah lama berdiri hingga pemikiran modern yang terus
berkembang. Buku ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan
pengetahuan, tetapi juga untuk memicu pemikiran kritis dan dialog
konstruktif.

iii



Kami berharap karya ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi
semua pihak yang berkecimpung dalam studi keadilan, baik
akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Semoga buku ini
dapat membantu kita semua dalam memahami dan menegakkan
keadilan yang sejati. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini.
Tanpa dukungan dan kontribusi semua pihak, buku "Menimbang
Keadilan" tidak akan dapat hadir di tangan pembaca. Selamat
membaca dan semoga terinspirasi.

Salam Keadilan,

Tim Penulis
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BAB 1
KERANGKA KONSTITUSI:
PILAR ATAU RINTANGAN?

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Universitas Negeri Gorontalo

Latar Belakang

Konstitusi suatu negara merupakan dokumen fundamental yang
mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk interaksi antara badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan mereka dengan
rakyat (Widodo et al,, 2023). Konstitusi biasanya terbagi menjadi dua
jenis yakni tertulis dan tidak tertulis (Indra et al,, 2023). Beberapa
negara, seperti Amerika Serikat dan India, memiliki konstitusi tertulis
yang mendokumentasikan semua ketentuan penting dalam satu
dokumen dasar (Posner & Vermeule, 2011). Sebaliknya, negara
seperti Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis, yang terdiri dari
prinsip-prinsip dan konvensi yang dipahami umum dan sering kali
diwujudkan dalam undang-undang atau keputusan pengadilan
(Stepan & Skach, 1993).

Konstitusi Indonesia, yang juga merupakan konstitusi tertulis,
mencakup prinsip-prinsip dasar negara, seperti yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ini termasuk asas Pancasila sebagai
dasar filosofis negara, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, dan
pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif (Muhtar, Kasim, et al., 2023). Konstitusi ini juga menetapkan
hak-hak warga negara dan struktur pemerintahan, dari tingkat pusat
hingga daerah. Perubahan atau amandemen konstitusi Indonesia
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mengabaikan konteks sosial yang lebih luas, sementara Allen
menyoroti pentingnya memahami konstitusi sebagai rencana yang
lebih luas untuk membentuk hak-hak politik dan mengatur
kewarganegaraan. Ini menunjukkan bahwa untuk Indonesia,
interpretasi konstitusi harus memperhitungkan tidak hanya teks
hukum, tetapi juga dinamika sosial dan politik.

Dalam menganalisis peran konstitusi Indonesia sebagai pilar atau
tantangan, tampak jelas bahwa konstitusi berperan sebagai keduanya.
Sebagai pilar, konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil dan
norma-norma yang diperlukan untuk tata kelola yang baik. Namun,
sebagai tantangan, konstitusi harus terus beradaptasi dan berevolusi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah.

Untuk merespons tantangan ini, saran yang dapat diberikan
adalah pengembangan pendekatan yang lebih holistik dan integratif
dalam interpretasi konstitusional. Para pembuat kebijakan dan hakim
di Indonesia harus melihat konstitusi bukan hanya sebagai dokumen
hukum, tetapi sebagai entitas hidup yang mencerminkan dan
berinteraksi dengan masyarakat. Ini membutuhkan dialog yang terus-
menerus antara hukum dan masyarakat, serta kesediaan untuk
merevisi dan menyesuaikan interpretasi hukum sejalan dengan
perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, konstitusi Indonesia
dapat terus menjadi pilar kestabilan sambil secara efektif menanggapi
tantangan yang muncul dari keragaman dan dinamika masyarakatnya.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai "Kerangka Konstitusi: Pilar atau Rintangan?"
adalah bahwa konstitusi Indonesia berperan ganda dalam
masyarakatnya. Di satu sisi, konstitusi berfungsi sebagai pilar
fundamental yang menjamin tata kelola negara yang adil dan efisien,
memberikan kerangka hukum yang stabil untuk masyarakat. Di sisi
lain, konstitusi juga dapat menjadi tantangan ketika interpretasinya
tidak cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan
politik yang berubah. Tantangan ini terutama terlihat dalam isu-isu
seperti kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan kebebasan
berbicara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik
dan integratif dalam interpretasi konstitusional yang tidak hanya
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berfokus pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan konteks
sosial dan politik. Pendekatan ini memungkinkan konstitusi untuk
terus menjadi pilar kestabilan sambil secara efektif menanggapi
tantangan yang muncul dari keragaman dan dinamika masyarakat
Indonesia.
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DEMOKRASI DALAM DILEMA:
ANTARA IDEALISME DENGAN

REALITA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Konsep Mengenai Demokrasi

Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang
berarti rakyat, dan "kratos" atau "cratein" yang berarti kekuasaan atau
berkuasa. Dalam konteks pemerintahan, terdapat berbagai istilah
yang mengacu pada konsep demokrasi, seperti demokrasi
konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin,
demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi
nasional, dan sebagainya. Semua istilah ini menyiratkan makna bahwa
kekuasaan ada pada rakyat atau "government by the people" (Iftitah,
2023b).

Sejarah mencatat bahwa setelah Perang Dunia II berakhir,
demokrasi secara formal menjadi dasar pemerintahan mayoritas
negara di dunia. UNESCO dalam penelitiannya pada tahun 1949
menyatakan bahwa "Demokrasi dianggap sebagai pilihan yang baik
dan wajar dalam segala sistem organisasi politik dan sosial yang
diperjuangkan oleh para pendukung yang berpengaruh” (Peters,
1964). Selain itu, UNESCO juga menyimpulkan dalam penelitiannya
bahwa ide demokrasi memiliki makna yang ambigu atau
ketidakpastian mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang
digunakan untuk melaksanakan ide dan praktik demokrasi.
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dalam sistem politiknya, menciptakan kebebasan rakyat yang
berdaulat, dan mengawasi lembaga negara, terutama lembaga
eksekutif oleh DPR.

Langkah terobosan dalam proses demokratisasi termasuk
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR
hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-
2002). Amandemen tersebut menghasilkan perubahan penting dalam
Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan pemerintahan yang lebih
demokratis. DPR, sebagai lembaga legislatif, berperan dalam
mengawasi presiden, sementara hak asasi manusia mendapatkan
jaminan yang semakin kuat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
juga memperkenalkan pemilihan umum langsung untuk presiden dan
wakil presiden, yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004
setelah pemilihan umum legislatif.

Proses demokratisasi berlanjut dengan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang ini mewajibkan semua daerah di seluruh Indonesia
untuk dipilih melalui sistem Pilkada, yang dimulai pertengahan tahun
2005. Setiap kepala daerah yang masa jabatannya habis sejak saat itu
harus dipilih melalui Pilkada. Tujuan dari Pilkada adalah untuk
meningkatkan demokrasi dalam pemerintahan daerah dengan
memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah
mereka. Hal ini berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah sebelumnya
yang tidak dipilih secara langsung, melainkan melalui DPRD.

Pada tahun 2004, pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan
presiden secara langsung menjadi tonggak sejarah politik penting
dalam politik Indonesia modern. Pemilihan presiden dan wakil
presiden yang langsung terpilih diawali oleh pemilihan anggota DPR,
DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia. Dengan demikian, demokratisasi
berhasil membentuk pemerintahan Indonesia yang demokratis
karena nilai-nilai demokrasi yang mendasar telah diakui dan
diimplementasikan melalui peraturan perundangan, mulai dari
Undang-Undang Dasar 1945.

Proses demokratisasi di Indonesia merupakan suatu perjalanan
yang terus berkembang karena sifat demokrasi sendiri bersifat tanpa
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akhir dan selalu dinamis. Meskipun demikian, dengan perubahan-
perubahan sebelumnya, demokrasi di Indonesia telah memiliki dasar
yang kokoh untuk terus berkembang (Iftitah, 2023a). Reformasi,
seperti di bidang lainnya, membawa beberapa perubahan mendasar.
Partai politik mendapat kesempatan kembali untuk bergerak secara
bebas, termasuk mendirikan partai baru. Pada tahun 2004, Indonesia
mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
untuk pertama kalinya dalam sejarah, menggantikan sistem pemilihan
melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terbentuknya
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai badan baru yang mewakili
kepentingan daerah secara khusus juga menjadi salah satu perubahan
signifikan. Selain itu, diterapkan pula prinsip "electoral threshold"
untuk pemilihan legislatif, yang mewajibkan setiap partai meraih
minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Selain itu,
pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan dengan
sistem dua putaran untuk memastikan pasangan calon yang terpilih
memiliki legitimasi kuat dengan perolehan suara mayoritas mutlak
(Cahyono, A., Iftitah, Anik. Rizki Hidayatullah, A., Yuliastuti, E., &
Susetiyo, 2023).

kksk kok ok kok ok
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KEDAULATAN RAKYAT:
MITOS ATAU KENYATAAN?

Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.
Universitas Airlangga, Surabaya

Pendahuluan

Ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, negara adalah sebuah
organisasi kekuasaan dengan struktur organisasi sebagai alat
perlengkapan negara yang terintegrasi. Struktur ini mencakup
hubungan, pembagian tugas, dan kewajiban antara alat perlengkapan
negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, para ahli,
seperti Kranenburg dan Logemann, sepakat bahwa negara adalah
organisasi kekuasaan (Kranenburg, 1982).

Munculnya pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan diakui sejak
awal pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun ada perbedaan
pendapat mengenai apakah negara adalah organisasi, organisme, atau
entitas lain, fakta yang jelas adalah keberadaan kekuasaan di
dalamnya. Oleh karena itu, pertanyaan kunci adalah tentang sumber,
pemegang, dan pengesahan kekuasaan (Soehino, 2013).

Pertanyaan pertama adalah tentang sumber kekuasaan di dalam
negara. Dua teori utama yang muncul dalam Ilmu Negara adalah
Teokrasi, yang menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, dan
hukum alam, yang menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat.
Teori Hukum Alam kemudian dibagi lagi antara pendukung konsep
kekuasaan yang ada pada rakyat dan diserahkan kepada pemimpin
(Teori Monarkomaken) dan pendukung kekuasaan yang langsung
diserahkan kepada raja melalui perjanjian masyarakat.
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MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan alat
perlengkapan negara yang memegang kedaulatan rakyat atas nama
rakyat, menjadi perwakilan rakyat melalui permusyawaratan rakyat.
Terdapat juga DPR, yang anggotanya juga termasuk dalam MPR.
Melalui pasal-pasal tersebut, konsep-konsep tersebut diwujudkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mencakup kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan
sebagai cita-cita politik dan kefilsafatan.

Kerakyatan dan Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di

Indonesia

Pada hakikatnya, sila ke-4 tidak hanya identik dengan demokrasi

dalam arti politik, karena pengertian kerakyatan mengandung dua

pengertian yang terkait dengan demokrasi, yakni demokrasi politik

dan demokrasi sosial-ekonomi. Demokrasi politik menjadi jalan untuk

mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi atau demokrasi ekonomi. Jika

diuraikan secara seksama, sila ke-4 dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Arti Pengertian Kerakyatan
Cita-cita kefilsafatan yang menyatakan bahwa negara ada untuk
kepentingan rakyat. Pengertian ini lebih luas dibandingkan dengan
demokrasi politik, karena mencakup konsep demokrasi yang lebih
universal.

2. Pengertian Demokrasi

3. Terkait erat dengan permusyawaratan/perwakilan, sesuai dengan
rumusan dalam sila ke-4 Pancasila. Demokrasi politik menjadi
syarat mutlak untuk mencapai maksud kerakyatan.

4. Cita-cita Kefilsafatan Demokrasi Sosial-Ekonomi

5. Terkandung dalam pengertian kerakyatan, mencakup persamaan
dalam lapangan kemasyarakatan sosial-ekonomi. Untuk
mewujudkan kesejahteraan, diperlukan dasar demokrasi politik.

Indonesia, dalam penerapan Teori Kedaulatan Rakyat, memiliki 2

(dua) dasar utama (Kaelan, 2002):
1. Dasar filsafat negara Pancasila, terutama terkait dengan sila ke-4.
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2. Dasar politik negara, dimana negara yang berkedaulatan rakyat,
yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari dasar filsafat
negara Pancasila.

Kedua dasar tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki
kedudukan yang kuat, tidak dapat diubah secara hukum. Dengan
demikian, demokrasi di Indonesia tidak dapat diubah secara hukum.

Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia terlihat melalui
pembagian kekuasaan, termasuk kekuasaan legislatif yang terdiri dari
MPR, DPR, dan DPD. Melalui Trias Politica, pemilihan umum secara
langsung oleh rakyat untuk pemegang kekuasaan eksekutif, serta
melalui MPR sebagai perwakilan rakyat, Indonesia menciptakan
sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum
menjadi sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan
berdasarkan kedaulatan rakyat (Miriam Budiardjo,1980).

Dengan demikian, kedaulatan rakyat diakui sebagai fakta,
terwujud dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung,
umum, bebas, jujur, dan adil di Indonesia. Kedaulatan ini juga diakui
secara hukum berdasarkan Pancasila sila ke-4 dan Pasal 1 Ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penerapan demokrasi Indonesia mencakup prinsip-prinsip
kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan, menjadikan negara
ini sebagai negara demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

koK sk kok kok kok ok
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Definisi Filosofis
Kata "filosofis" berasal dari kata dasar "filosofi." Filosofi adalah
disiplin ilmu yang mempertanyakan dan mempertimbangkan aspek-
aspek fundamental kehidupan, pengetahuan, nilai, etika, logika, serta
eksistensi manusia dan alam semesta. Secara umum, "filosofis"
merujuk pada sifat atau karakter yang berkaitan dengan filosofi atau
pemikiran filosofis. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan
kata "filosofis"(Amin, 2019):
1. Pertanyaan-pertanyaan Fundamental
Sifat filosofis mencakup pemikiran mendalam tentang pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang melibatkan hakikat kehidupan,
pengetahuan, realitas, kebenaran, moralitas, dan sebagainya.
2. Pemikiran Kritis
Pemikiran filosofis cenderung bersifat kritis dan reflektif. Filosofi
mendorong individu untuk mempertanyakan asumsi, menggali
argumen, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam terhadap
fenomena yang terjadi di masyarakat.
3. Penelitian dan Pengembangan Ide
Sifat filosofis juga mencakup upaya untuk merumuskan ide-ide
baru atau menyelidiki konsep-konsep yang kompleks. Filosofi

Muhamad Abas




Pengadilan dan Keadilan: Perspektif Filosofis

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem
peradilan Indonesia.

Sistem peradilan merujuk pada struktur dan proses lembaga-
lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan
penyelesaian sengketa. Sistem peradilan berfungsi untuk memberikan
keadilan, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa norma-norma
hukum dijalankan dengan adil. Beberapa elemen umum dalam sistem
peradilan melibatkan (Hutajulu, 2015):

1. Independensi Pengadilan
Pengadilan harus bersifat independen, artinya tidak dipengaruhi
oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Hal ini penting agar
putusan yang diambil bersifat obyektif dan adil.

2. Pembagian Kekuasaan (Check and Balance)
Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan
yudikatif adalah fondasi bagi sistem peradilan yang sehat. Hal ini
menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan
mendorong adanya pengawasan.

3. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan. Ini
mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan, persamaan di
hadapan hukum, dan perlakuan yang adil tanpa pandang bulu.

4. Hierarki Pengadilan
Sistem peradilan sering kali memiliki struktur hierarki, dengan
pengadilan tingkat rendah, pengadilan banding, dan pengadilan
tingkat tertinggi. Kasus-kasus dapat diajukan dan diperiksa di
berbagai tingkatan ini.

5. Hukum Acara
Setiap sistem peradilan memiliki hukum acara yang mengatur tata
cara dalam persidangan. Ini melibatkan prosedur hukum,
pembuktian, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti selama
peradilan.

6. Hukum Substansial
Hukum substansial mengacu pada norma-norma hukum yang
diterapkan dalam penyelesaian suatu kasus. Hukum ini mencakup
hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan

sebagainya.
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7. Penegakan Putusan (Eksekusi)
Sistem peradilan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk
menegakkan putusan yang telah diambil. Ini melibatkan proses
eksekusi yang memastikan bahwa putusan pengadilan
dilaksanakan.
8. Partisipasi Publik
Partisipasi publik dapat berupa kehadiran masyarakat dalam
pengadilan, pemantauan dari pihak media, atau partisipasi dalam
sistem juri (jika ada).
9. Hak Asasi Manusia
Perlindungan hak asasi manusia adalah elemen kritis dalam sistem
peradilan. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan
perlakuan yang manusiawi.
10. Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
Beberapa sistem peradilan juga memfasilitasi penggunaan upaya
alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.
11. Pemberdayaan Hakim
Hakim harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tanpa
intervensi politik atau tekanan dari pihak tertentu.

Sistem peradilan yang baik adalah yang mampu memberikan
keadilan, transparansi, dan akses yang sama bagi semua pihak. Untuk
mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan dan kerja sama dari
berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan
masyarakat (Tjandra, 2011).
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BAB 5
HAK ASASI MANUSIA:
ANTARA TEORI DAN
IMPLEMENTASI

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya

Selayang Pandang Hak Asasi Manusia

John Locke mengkarakterisasi hak asasi manusia sebagai hak yang
dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta atas dasar
hak alamiah. Oleh karena itu, tidak ada satu pun entitas di dunia ini
yang dapat melampauinya. Hakikat fundamental kehidupan dan
keberadaan manusia terkait dengan pembagian hak. Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1988 menyatakan
bahwa hak asasi manusia ialah hak asasi manusia yang mendasar
yang bersifat kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang
Maha Esa serta dijamin oleh negara kelangsungan hidup, kemandirian,
dan perkembangan manusia dan masyarakat. Hak sebagaimana
dimaksud tidak boleh dilanggar, diabaikan atau bahkan diganggu
gugat oleh sekumpulan masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia juga telah memberikan definisi hak asasi manusia sebagai
berikut:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
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Hak asasi manusia ialah hak yang diberikan kepada individu
berdasarkan martabat kemanusiaannya dan bukan diberikan melalui
ketentuan masyarakat atau otorisasi hukum positif. Meskipun dalam
konteks bernegara pemerintah menjamin hak-hak tersebut melalui
instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Hak untuk
hidup, berbicara dan mengutarakan pikiran merupakan hak yang
melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak alami
adalah hal yang fundamental, yang mana berasal dari anugerah Tuhan
yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh setiap individuy,
komunitas, atau bangsa (UIN, 2003). Hakikat penghormatan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh sebagai makhluk Tuhan.

Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

Hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi karena menjamin
dan melindungi hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang itu
sendiri. Konstitusi merupakan hukum dasar (grundnorm) yang
mengatur kewajiban dan hak masyarakat serta hubungan antara
warga negara dan negara. Dalam Konstitusi, hak asasi manusia diatur
dalam bab khusus atau dibagi dalam beberapa pasal. Dalam konstitusi
di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28, yang terbagi pada
pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28] UUD NRI 1945. Hal ini
ditujukan dalam rangka untuk memperkuat hak asasi manusia dan
memastikan tidak ada pihak yang dapat mencabut atau membatasi
hak asasi manusia.

Selain itu, hak asasi manusia juga menjadi salah satu bagian
terpenting dan sentral dalam konstitusi karena merupakan
kepentingan dasar setiap warga negara. Konstitusi erat kaitannya
melalui limitasi kekuasaan. Sejarah Revolusi Perancis tidak dapat
dipisahkan secara diametral dari pemikiran Rousseau yang tertuang
dalam karyanya Du Contract Social, ia mengemukakan bahwa harus
ada batas antara hak warga negara dan pemerintah yang terjamin
dalam suatu konstitusi negara. J] Rousseau menjelaskan, selain tokoh
masyarakat, kita juga harus mewaspadai individu-individu yang
membangun negara, yang kehidupan dan kebebasannya tentu saja
bergantung pada tokoh masyarakat. Lebih jauh lagi, kita harus
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1. Ada kelompok yang berpendapat bahwa UUD 1945 tidak
memberikan jaminan yang menyeluruh terhadap Hak Asasi
Manusia (HAM);

2. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa UUD 1945
memberikan jaminan HAM secara menyeluruh; dan

3. Ada kelompok yang berpendapat bahwa UUD 1945 hanya
memberikan jaminan dasar terhadap HAM (El-Muhtaj, 2005).

Anomali Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia belum
banyak mengalami kemajuan ketika masa Orde Baru tiba, ketika
konstitusi kembali ke UUD 1945. Sebab pengaturan hak asasi manusia
menurut UUD 1945 hanya diatur pada Pasal 28 UUD. Namun
permasalahannya adalah peran negara dalam pemenuhan dan
perlindungan hak asasi warga negara. Awal kepemimpinan Soeharto
yang dimulai pada tahun 1966 kemungkinan besar dibayangi oleh
berbagai persoalan politik, keamanan, dan ekonomi internal.
Penerapan hak asasi manusia yang benar dan bertanggung jawab
dalam praktik negara sangat bergantung pada kemauan politik,
komitmen politik, dan aktivisme politik atas pelanggaran yang
dilakukan negara.

Namun pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia masih
terus terjadi, yang secara umum dikelompokkan dalam dua bentuk,
antara lain:

1. Pertama, pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul dan
berekspresi, dan

2. Kedua, penghilangan dan pembunuhan beberapa orang tanpa
dasar hukum.

Pada saat itu diakui bahwa lambatnya perkembangan hak asasi
manusia disebabkan oleh pengaruh tatanan politik yang menindas.
Sedangkan untuk hak asasi manusia, hak asasi manusia tidak
dihormati, tetapi ada juga pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal
ini banyak terjadi pelanggaran, antara lain:.

1. Kasus Trisakti dan Semanggi Mei 1998 dan November 1997;
2. Kasus Marsinah;

3. Kasus Talangsari di Lampung;

4. Kasus Petrus dll.
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Disamping adanya represi oleh rezim dan didukung perlindungan
HAM yang minim oleh Negara (Aprita, 2019).
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Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan di
Indonesia kerap kali dipahami oleh banyak kalangan dengan
pemaknaan yang kurang tepat, dalam perbedaan pemahaman dan
pemaknaan yang ada ini timbulah kesalahpahaman pada pemaknaan
dari masing-masing konsep istilah-istilah tersebut. Salah satu faktor
pemicu timbulnya kesalahpahaman ini akibat tidak ada batasan-
batasan yang jelas dalam Kketentuan Kkonstitusi itu sendiri.
Sebagaimana yang kita ketahui konstitusi merupakan pedoman
berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia, apabila timbul
misunderstanding tentu menjadi sebuah dilematis dalam memahami
secara utuh pedoman bernegara.

Pemaknaan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan
sistem pemerintahan dapat kita jumpai dalam baik di dalam
pembukaan konstitusi maupun di dalam batang tubuh konstitusi.
[stilah-istilah tersebut apabila simak secara seksama tidak
menunjukkan persamaan pemaknaan. Sebagaimana yang kita ketahui
dari pembukaan konstitusi, terdapat penjelasan tersirat mengenai
bentuk negara, yaitu "..maka disusunlah kemerdekaan bangsa
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dalam kerangka menerapkan kelembagaan yang “right sizing”, yang
bercirikan ramping struktur namun kaya fungsi (Hamid, Farhan,
2023).
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BAB 7
MENGGUGAT KERJA-KERJA
PEMBERANTASAN KORUPSI

Endrianto Bayu Setiawan, S.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Keharusan Memberantas Korupsi

Korupsi adalah tindakan melanggar etika dan integritas yang
merajalela di berbagai periode. Bahkan dalam era negara hukum dan
demokrasi yang diterapkan di berbagai negara, korupsi tetap menjadi
permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Tanpa
memandang sistem hukum, jenis kedaulatan, bentuk dan sistem
pemerintahan, serta ideologi yang dianut, korupsi selalu menjadi
ancaman nyata yang merugikan masyarakat. Penting untuk
memberantas korupsi karena dampak yang dihasilkan sangat
signifikan. Kerusakannya dapat menghambat pembangunan dan
mengganggu pemenuhan tanggung jawab negara dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memenuhi
hak-hak dasar seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan
pangan.

Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak
negara, bahkan oleh negara-negara dengan tingkat korupsi yang
rendah. Sebagai contoh, Denmark, yang dikenal sebagai negara anti-
korupsi dan selalu menduduki posisi tertinggi dalam Corruption
Perceptions Index, juga pernah mengalami kasus korupsi meskipun
dalam jumlah yang sangat sedikit. Begitu pula di Jepang, yang memiliki
budaya disiplin dan rasa malu yang tinggi, namun masih sering terjadi
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keuangan negara sudah semestinya mendorong pemerintah dan DPR
memberlakukan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum
untuk merampas harta koruptor dan memulihkan harta negara.

Perampasan aset merupakan kebijakan yang masuk akal. Sebab
selama ini sistem peradilan pidana cenderung fokus pada
penghukuman badan koruptor sehingga belum mampu menjadi
mekanisme hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Dengan merampas harta benda yang berasal dari korupsi diharapkan
mampu menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan korupsi.
Sebab motivasi terbesar korupsi adalah mengambil dan menikmati
harta melalui kejahatan (Miladmahes, 2020). Itulah mengapa
penegakan hukum juga harus menyasar harta hasil korupsi (baik
melalui mekanisme gugatan perdata maupun pidana) sehingga tidak
sekadar menghukum pelaku secara pidana saja.

Kerugian yang diderita negara akibat korupsi merupakan
ketidakadilan bagi negara apabila kerugian itu tidak dipulihkan
(Bureni, 2016). Karena koruptor telah mengkorupsi harta negara,
dengan begitu negara juga berhak dan berwenang mengambil harta
itu sesuai dengan instrumen UU. Dengan adanya UU Perampasan Aset
serta alat kelengkapan negara (jaksa, polisi, KPK, dan hakim) nantinya
bisa digunakan sebagai instrumen hukum untuk merampas harta
koruptor dan memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu,
dari sekian banyak RUU yang diprioritaskan pemerintah dan DPR,
RUU Perampasan Aset haruslah menjadi RUU yang segera
diundangkan terlebih dahulu.

Kemudian, kebijakan lain yang harus dilakukan adalah
membenahi kualitas aparat penegak hukum dengan cara
menanamkan nilai-nilai etika, moralitas, dan integritas supaya tidak
ada lagi pejabat yang berwatak korup. Karena itulah yang selama ini
menjadi hambatan terbesar pemberantasan korupsi. Terus terang,
wacana memperberat hukuman koruptor juga harus diperhitungkan
untuk diterapkan. Selama ini koruptor tidak takut hukuman pidana
akibat rendahnya vonis pengadilan. Bahkan kerap kali vonis yang
rendah ditambah remisi tahanan semakin melengkapi hukuman
tipikor yang terlalu rendah.
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Mengatasi korupsi memang tidak cukup apabila hanya
memperbaiki substansi dan struktur hukumnya. Karena itu juga
dibutuhkan tatanan penyelenggaraan negara secara transparan sesuai
dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Prinsip dalam good governance harus diinternalisasikan secara kuat
dalam diri semua pejabat. Sebab dengan cara itulah akan
menghilangkan praktik korupsi di berbagai lini. Untuk memastikan
perilaku pejabat sesuai prinsip good governance, maka harus
diberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk melakukan
pengawasan dan pengaduan secara memadai.
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Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai karakteristik secara
geografis sebagai negara kepulauan (archipelagic state) (Butcher &
Elson, 2017). Secara konstitusional, karakteristik geografis Indonesia
sebagai negara kepulauan tersebut kemudian dicantumkan di dalam
Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang dinyatakan dengan tegas bahwa
“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Sebagai negara kepulauan terbesar saat ini, luas wilayah daratan
Indonesia yaitu 1.910.931,32 km?2 dan luas lautan yaitu 3.544.743,9
km?, serta jumlah pulau yang meliputi pulau kecil maupun pulau besar
maupun pulau yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni
sebanyak 17,508 pulau (Suparto & Admiral, 2023). Memahami kondisi
geografis Indonesia tersebut, secara faktual upaya untuk melakukan
pemerataan pembangunan di seluruh wilayah akan menghadapi
tingkat kesulitan dan kerumitan yang cukup tinggi, apalagi bila
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dilakukan dengan cara terpusat atau sentralisasi. Hal ini disebabkan
karena setiap wilayah memiliki perbedaan geografis dalam
pemenuhan kebutuhan pembangunannya dan adanya heterogenitas
budaya, sehingga kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan
nasional diarahkan pelaksanaannya dengan menggunakan
pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah.

Desentralisasi pada dasarnya merupakan suatu penataan
mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih
besar diberikan kepada daerah, dengan maksud agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih
efektif dan efisien. Dalam hal pengurusan, terdapat pendelegasian
kewenangan kepada daerah untuk mengurus hal-hal tertentu
sehingga birokrasi menjadi lebih pendek dan sederhana, yang pada
akhirnya pelayanan publik kepada masyarakat di daerah akan lebih
dimudahkan. Dalam hal keuangan, daerah diberikan kewenangan
untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan
menggunakannya secara bertanggung jawab. Dalam hal politik, rakyat
di daerah memiliki hak dan kewajiban untuk memilih kepala
daerahnya yang dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat serta
dapat mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya. Kemudian dalam hal administrasi, daerah bertanggung
jawab pada hal-hal yang bersifat administratif. Sedangkan otonomi
daerah sendiri pada hakikatnya merupakan perwujudan dari
desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah.
Urusan pemerintahan tersebut berasal dari Presiden untuk kemudian
dilaksanakan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dengan dibantu perangkat daerah (Kumolo, 2017).

Pada konteks penyelenggaraan pembangunan nasional dengan
pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah, maka secara normatif
selaras dengan ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang
mengatur mengenai keberadaan pemerintahan daerah di Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai unsur dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah tersebut
terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang
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Memahami pengertian urusan pemerintahan di atas, mengindikasikan
bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah memperjelas konsepsi desentralisasi dalam sebuah negara
kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Dimana kewenangan urusan pemerintahan yang
didelegasikan kepada kementerian negara maupun penyelenggara
pemerintahan daerah berasal dari kekuasaan yang dimiliki Presiden
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Adapun menteri-menteri negara dan penyelenggara pemerintahan
daerah merupakan pelaksana vertikal kekuasaan Presiden untuk
menjalankan kewenangan Presiden sesuai yang dilimpahkan. Dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ditentukan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan. Klasifikasi
urusan pemerintahan tersebut disesuaikan dengan fungsi masing-
masing antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Urusan-
urusan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah (urusan
konkuren) itu kemudian diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu
urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu urusan yang
wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah baik yang berkaitan
langsung dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan
yang wajib diselenggarakan oleh daerah atas dasar pengembangan
sektor unggulan potensial yang tumbuh dan berkembang di daerah
masing-masing. Selain itu, terdapat juga urusan absolut yang
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan urusan pemerintahan
umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan (lihat Tabel 8.1).

Tabel 8.1 Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Klasifikasi Urusan Jenis-Jenis Urusan Pemerintahan
Pemerintahan
1 | Politik luar negeri
2 Pertahanan
3 Keamanan
Urusan Absolut 4 Yustisi
5 Moneter dan fiskal nasional
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Klasifikasi Urusan
Pemerintahan

Urusan Wajib yang
Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Tidak
Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

Urusan Pilihan

B W N RO

[NSRE

o Ul s W

= 00N 0N Ul B W N

Jenis-Jenis Urusan Pemerintahan

Agama

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman

Ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat

Sosial

Tenaga kerja

Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan hidup

Administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil

Pemberdayaan masyarakat dan desa
Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana

Perhubungan

Komunikasi dan informatika

Koperasi, usaha kecil, dan menengah
Penanaman modal

Kepemudaan dan olahraga

Statistik

Persandian

Kebudayaan

Perpustakaan

Kearsipan

Kelautan Dan Perikanan

Pertanian

Kehutanan

Energi Dan Sumber Daya Mineral
Pariwisata

Industri

Perdagangan

Ketransmigrasian

Pembinaan persatuan dan kesatuan
bangsa
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Klasifikasi Urusan Jenis-Jenis Urusan Pemerintahan
Pemerintahan

2 Pembinaan kerukunan antarsuku dan
intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional, dan
nasional

3 | Penanganan konflik sosial sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

4 | Koordinasi pelaksanaan tugas
antarinstansi pemerintahan yang ada di
wilayah Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota untuk menyelesaikan

Urusan Pemerintahan permasalahan yang timbul dengan
Umum memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta keanekaragaman Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

5 | Pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila

6 | Pelaksanaan semua Urusan
Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan  Daerah  dan  tidak
dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Secara konseptual, menurut R. Joeniarto, penyerahan setiap
urusan kepada pemerintah daerah harus mempertimbangkan
beberapa aspek. Pertama, apakah penyerahan urusan tersebut kepada
daerah akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat
setempat, terutama bagi negara secara umum, atau tidak? Kedua,
apakah alat perlengkapan daerah yang bersangkutan memiliki
kemampuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk
mengelolanya? Ketiga, apakah keuangan daerah yang bersangkutan
mencukupi untuk menyelenggarakan urusan tersebut? Dengan
merujuk pada pandangan R. Joeniarto, dapat disimpulkan bahwa
pemberian otonomi kepada suatu pemerintahan daerah akan menjadi
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pemekaran dari daerah maupun dari DPR, bila tidak memenuhi
persyaratan maka agar ditolak usulan pemekaran tersebut. Selain itu
juga berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh
daerah-daerah otonom, bilamana ditemukan ketidakmampuan suatu
daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, maka sudah
sepatutnya daerah tersebut digabungkan ke daerah induknya atau
dengan daerah lain berdekatan. Disarankan juga untuk DPR, agar lebih
bijak dan tidak hanya mementingkan kepentingan politik praktis
dalam mengusulkan adanya DOB di masa mendatang.
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RITUAL KOSONG?
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Universitas Surakarta

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan telah diberikan sekolah kepada peserta
didik mulai jenjang setingkat Sekolah Dasar (SD) untuk membangun
dan memperkuat karakter siswa agar siap dalam menghadapi era
globalisasi yang sangat cepat sekarang. Sebagaimana telah tercantum
dalam UUD NRI 1945 (Depdiknas, 2006) bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan di sekolah dasar memiliki arti penting bagi siswa
untuk pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga
negara yang cerdas dan berkarakter.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta
didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara
yang dapat diandalkan, oleh pribadinya, keluarga, lingkungannya,
masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita
bersama (Rahayu, 2007). Menurut John ] Cogan dalam buku Citizen
Education (1998), kewarganegaraan adalah pembelajaran formal
serta informal yang terus berlangsung dalam kehidupan berkeluarga,
berorganisasi keagamaan, berorganisasi masyarakat, dan media lain
yang dapat membantu pembentukan totalitas warga negara.
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Pada akhirnya pendidik dan peserta didik terbiasa dalam
memilih suatu “pilihan terbaik” dari sekian pilihan perbuatan
peristiwa tertentu. Peserta didik kurang memahami bahwa mereka
adalah subyek dan obyek pendidikan kewarganegaraan.
Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan bukanlah dilihat dari
nilai mencongak dalam ujian, tetapi dari bagaimana hasil akhir
watak dan karakter kebangsaan dari peserta didik.

3. Pandangan Peserta Didik terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan telah diberikan dari jenjang
setingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Namun, pemahaman
akan nilai-nilai kewarganegaraan yang belum sampai kepada
mahasiswa meskipun telah menerimanya dari jenjang pendidikan
dasar. Peserta didik masih menganggap pendidikan
kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang membosankan. Hal ini
yang menjadi salah satu tantangan negara melalui institusi
pendidikan  guna memberikan pengajaran  pendidikan
kewarganegaraan yang relevan dan dapat mengenai di hati
sanubari peserta didiknya.

Degradasi moral yang dialami generasi aktif pendidikan pada
era modern sekarang, mengakibatkan perubahan sikap/cara
pandang peserta didik dalam melihat fenomena yang terjadi di
masyarakat. Arus globalisasi bukan hanya memberikan teknologi
yang mempermudah manusia untuk melaksanakan kegiatannya.
Akan tetapi juga menimbulkan sikap negatif seperti kurang peka
terhadap masyarakat, acuh, sikap egosentris dan materialistis
sebagai imbas kemudahan yang dijumpai oleh generasi muda. Nilai
moral dan sosial yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia
mulai luntur dan menghilang. Pemerintah harus mulai mengambil
sikap yang tegas terhadap hal ini.

Hal ini seharusnya sudah menjadi fokus pemerintah dan
program pendidikan di Indonesia. Kita tidak boleh hanya menutup
mata terhadap perilaku-perilaku degradasi moral generasi muda.
Perkembangan teknologi yang pesat juga menimbulkan generasi
muda tidak memiliki moral yang baik seperti yang sudah kita
ajarkan sejak dahulu. Untuk itulah pentingnya menanamkan nilai
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kewarganegaraan dari tingkat SD/MI sampai dengan tingkat
perguruan tinggi. Selain menciptakan suasana pendidikan
kewarganegaraan yang bermutu, relevan, dan sesuai dengan
kebutuhan peserta didik, diharapkan dalam proses pendidikan
kewarganegaraan bersinambung dengan upaya bela negara
untuk mencapai tujuan menciptakan warga negara yang baik
dan bermutu sebagai investasi masa depan bangsa.
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BAB 10
DIPLOMASI DAN HUKUM
INTERNASIONAL:
MENAVIGASI KOMPLEKSITAS
GLOBAL

Achmad Taufik, S.H., M.H.
Universitas Madura

Pendahuluan

Di era saat ini yang ditandai dengan globalisasi yang meluas yang
mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, diplomasi dan
hukum internasional mengemban fungsi penting dalam melestarikan
keharmonisan global, membina kerja sama di antara berbagai negara,
dan menyelesaikan sengketa di seluruh dunia (Kusumaningrum,
2019). Dunia saat ini sangat berbeda dengan dunia di masa lalu,
karena kesulitan-kesulitan baru sering muncul dan memiliki dampak
yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di mana pun
(Sobarini et al,, 2021). Oleh karena itu, sangat penting dan krusial
untuk memahami arti penting diplomasi dan hukum internasional
dalam menavigasi seluk-beluk arena global.

Sebagai instrumen fundamental dalam hubungan internasional,
diplomasi sangat penting dalam mencegah konflik militer antar
pemerintah dan menjaga perdamaian (Pujayanti et al.,, 2019). Seni dan
praktik bernegosiasi di antara negara-negara untuk mencari tujuan
bersama dan menyelesaikan perselisihan mereka secara damai
merupakan diplomasi (Asri, 2021). Dialog, komunikasi, kompromi,
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mengatasi seluk-beluk arena global (Susila, n.d.). Pendekatan-
pendekatan ini akan tetap dapat diterapkan dalam menangani
masalah-masalah global yang rumit dalam masyarakat yang terus
berkembang dan semakin saling bergantung.

Kesimpulan

Studi ini menekankan pentingnya hukum dan diplomasi internasional
dalam konteks kompleksitas global. Kesimpulan utama dari penelitian
ini berkaitan dengan sejumlah aspek penting. Pertama-tama,
diplomasi telah muncul sebagai instrumen yang sangat diperlukan
untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit dalam skala global.
Berbagai strategi diplomatik, termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi
keamanan, dan diplomasi multilateral, sangat penting dalam
menyelesaikan beragam masalah global. Hukum internasional juga
merupakan faktor penting dalam memungkinkan resolusi diplomatik.
Hukum internasional menetapkan struktur hukum yang mengatur
perilaku negara-negara dan menjamin landasan hukum yang kuat
untuk pembicaraan dan kesepakatan internasional. Selain itu,
multipolaritas, interkoneksi, ketidakpastian, perubahan iklim, konflik
bersenjata, perdagangan internasional, teknologi, dan globalisasi
adalah komponen-komponen yang membentuk kompleksitas global.
Semua elemen ini memengaruhi cara negara-negara terlibat dalam
diplomasi dan interaksi internasional.

Beberapa studi kasus mengenai strategi yang berhasil dalam
menavigasi kompleksitas global, termasuk kesepakatan nuklir Iran,
perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan perjanjian perdagangan
RCEP, serta penyelesaian sengketa melalui hukum internasional, telah
menunjukkan bahwa negara-negara dapat mencapai solusi yang
berkelanjutan untuk masalah-masalah global melalui penerapan
hukum internasional dan diplomasi yang efektif. Konsekuensi dari
temuan-temuan penelitian ini mencakup pentingnya penggunaan
diplomasi dan hukum internasional sebagai instrumen penting dalam
mengatasi kompleksitas arena global. Konsekuensi tambahan
mencakup perlunya mendukung diplomasi multilateral, mematuhi
standar hukum internasional, menyesuaikan diri dengan transformasi
di seluruh dunia, mendorong kolaborasi internasional, melindungi
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hak asasi manusia, menerapkan solusi kemanusiaan selama keadaan
darurat, menggunakan teknologi yang bertanggung jawab, dan
mendedikasikan upaya untuk kelestarian lingkungan.

Meningkatnya  kompleksitas  global, pada  akhirnya,
membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup diplomasi yang
efektif dan peran penting hukum internasional. Dengan mengakui
tanggung jawab penting mereka dalam mengatasi tantangan dunia,
negara-negara dapat berkolaborasi secara harmonis untuk
membangun hari esok yang lebih cerah bagi semua.
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Pendahuluan

Teknologi akan terus berkembang untuk memudahkan kehidupan
manusia. Perkembangan ini akan membawa perubahan akan cara
hidup manusia seperti bekerja dan berinteraksi dengan dunia.
Generasi seperti sekarang ini, seperti Generasi Z (Gen-Z) tentunya
memiliki cara hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya Y dan
Z.

Perkembangan cara hidup tersebut bertujuan untuk semakin
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pesatnya perkembangan
teknologi melahirkan berbagai inovasi yang berakar dari teknologi.
Seperti halnya perkembangan dalam kegiatan jual beli dimana dahulu
pembeli harus bertemu langsung (secara fisik berdekatan) dengan
penjual. Sekarang jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertemu dan
dengan jarak yang bahkan sampai melintasi batas negara hanya
melalui genggaman tangan.

Berbagai platform di dunia maya menawarkan berbagai layanan
yang bisa digunakan untuk memudahkan segala aktivitas manusia.
Segala aktivitas kehidupan menjadi lebih mudah, misalnya dalam
penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce), electronic
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pebisnis yang memiliki kepentingan seperti investasi akan merasa
nyaman karena posisi dan keamanannya dijamin oleh hukum.
Persaingan usaha menjadi lebih sehat. Serta kebocoran data yang
sempat terjadi pada Lembaga pemerintahan tidak terulang kembali.

Namun, jika lembaga ini diletakkan di bawah kementerian atau
lembaga pemerintahan (eksekutif) maka lembaga yang terpilih ini
akan memiliki kuasa luar biasa atas data pribadi warga negara. Komisi
yang terbentuk harus disusun dengan jelas. Pembentukannya
melibatkan DPR. Lembaga pemerintahan tidak boleh membentuk
komisi tersebut secara mandiri. Hal tersebut akan berdampak pada
kurang percayanya masyarakat terhadap komisioner yang terpilih
meskipun itu terdiri dari multi stakeholder.

Bukan tidak percaya pada Lembaga negara, sudah seyogyanya
setiap yang menyangkut kepentingan warga negara bahkan hak asasi
warga negara, itu benar benar memiliki sistem kontrol dan checks and
balance yang bagus. Agar tidak digunakan diluar kewenangan
misalkan untuk kebutuhan pemilihan umum, mencari kelemahan
lawan politik lewat data pribadinya. Pertarungan politik seperti tentu
adalah hal hal diluar demokrasi.

Tantangan terkait dengan teknologi dan ketatanegaraan tentu
akan terus muncul dan berkembang. Alat untuk menegakkan dan
menyelesaikan sengketa juga harus dipersiapkan. Sanksi yang tegas
dan Hukum acara yang efisien diperlukan untuk mengimbangi
kencangnya arus teknologi dan informasi.

Peran para ahli dan pemerintah sangat dominan disini. Jelas
masyarakat awam tidak akan mampu untuk sampai menjangkau pada
sistem informasi yang rumit. Sehingga diperlukan sinergi antara
pemerintah, lembaga independen dan masyarakat. Tantangan
terberatnya adalah bagaimana membentuk Lembaga pelindungan
data pribadi ini menjadi Lembaga yang bisa menjamin, melindungi
dan memberikan pemenuhan atas perlindungan data pribadi dan
privasi tanpa adanya kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggung
jawabkan.
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Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil kini menjadi jargon baru yang digunakan banyak
pihak demi kepentingannya untuk berbagai tujuan yang seringkali
saling bertabrakan. Agar dapat berperan secara proporsional, maka
perlu dikonstruksikan pengertian yang tepat tentang masyarakat sipil
(Primahendra, 2003).

Masyarakat sipil diterjemahkan dari civil society (Inggris) yang
berasal dari istilah civilas societas (Latin) (Parmudi, 2015), disebut
juga civitas etat, societe civile, comonitas politica, societas civilis, dan
koinonia politike (Suwarni, 2011). Cicero menyebut societas civilis
sebagai political society dengan hukum tersendiri untuk mengatur
pergaulan antar individu dalam hidup bersama (Asrida et.al, 2021).
Selanjutnya Aristoteles mendefinisikan politekekoinonia sebagai
sebuah komunitas politik dimana warganya terlibat langsung dalam
bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Masyarakat sipil
diilustrasikan sebagai masyarakat politis dan etis yang menempati
posisi yang sama di depan hukum dan identik dengan warga yang
dapat mengurus diri mereka sendiri (Asrida et.al, 2021).
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manusia (sense of responsibility). Dari dalam hati menjadikan
berpolitik demi menjalankan panggilan dalam hubungan metafisika :
cita-cita dari Dia yang memanggil. Sebaliknya, pada masa kebebasan
reformasi dengan dukungan finansial tinggi, politik tidak lagi dianggap
sebagai panggilan, akan tetapi lebih menjadi profesi (karier) dimana
berpolitik adalah pekerjaan untuk dibayar. Hal ini menimbulkan dua

jenis aktor politik (Dhakidae, 2014):

1. Aktor yang berpolitik demi suatu cita-cita atau idealism, they life for
politics (hidup untuk politik). Aktor politik ini menjadi pemimpin
otentik karena bukan hidup dari, melainkan untuk politik.

2. Aktor yang berpolitik demi karier yang lebih tinggi, they live from
politic (hidup dari politik), sehingga politik menjadi lahan
kepentingan dan mengambil keuntungan.

Menurut penulis, itikad aktor politik itu yang menentukan
perannya sebagai protagonis atau antagonis.

Aktor politik dalam menjalankan perannya, perlu memiliki
political skill yang berdasarkan knowledge. Menurut Hay (2001),
pengetahuan (knowledge) menjadi elemen yang dipakai aktor politik
untuk mengidentifikasikan diri kepada pihak di luar sang aktor (the
others) (Shibghotulloh et.al, 2001).

Identifikasi diri aktor politik juga dapat dibentuk melalui personal
branding yang menjadi suatu hal yang menguntungkan dan tidak
terelakkan. Menurut Scammell (2015), personal branding menentukan
wajah aktor politik di mata publik. Personal branding aktor politik
akan direspon positif oleh media yang mempopulerkannya pada
khalayak (Milewicz & Milewicz, 2014). Namun kepopuleran itu perlu
ditelusuri kebenarannya agar tidak menjerumuskan publik karena
tampilannya yang menipu (Fadeli, 2014). Saat ini media sosial sebagai
menjadi sarana utama Aktor Politik untuk melaksanakan komunikasi
politik (Putri et. Al, 2022).

Penggambaran diri di media sosial digunakan aktor politik untuk
menyampaikan brandingnya dan memberikan impresi bahwa sang
aktor politik memang memiliki kemampuan sebagaimana yang
ditampilkan (Lalancette & Raynauld, 2017). Personal branding lewat
media social menjanjikan peluang karier (Rangarajan et al., 2017;
Petruca, 2016). Penggunaan personal branding via media sosial
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diminati oleh aktor politik sebagai kandidat politik untuk
memenangkan pemilu (Putri et. Al, 2022).

Dengan demikian, analisis terhadap eksistensi masyarakat sipil
tidak bisa menafikan representasi un-civil society yang secara faktual
berkembang dalam negara. Masyarakat sipil memperjuangkan
demokrasi, sebaliknya un-civil society mengancam ketentraman
publik dan demokrasi. Sebagaimana aktor politik yang dapat
berperan sebagai protagonis dan antagonis.

Semoga pemikiran dalam tulisan ini bermanfaat dan memantik
riset-riset selanjutnya. Terimakasih kepada The Zain’s : Mochammad
Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar Hanini, Rira Rahmazanti, Ahadi
Adzani Janua Flare Anzare dan Kamisa Nuriana Fajriyah. Semoga Allah
SWT menyelamatkan kita dunia akhirat.
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